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ebagai orang 
awam, dalam 
bingkai nasional -
isme, saya terte­
gun. Temyataada 
masalah serius 
tentang kedau-

latan negara atas ruang udara. 
Viraldi berbagai media, Indone­
sia dan Singapura telah menye -
pakati penyesuaian pelayanan 
ruang udara a tau flight infor­
mation region (FIR) di atas wila -
yah Kepulauan Riau dan Natu­
na (Selasa, 25/1/2022). Selan­
jutnya, Lembaga Penyelengga­
ra Pelayanan Navigasi Pener­
bangan Indonesia, atauAimav 
Indonesia, akan melayani FIRdi 
ataswilayahitu. 

Sebelumnya pelayanan FIR 
atas wilayah itu ditangani oleh 
Otoritas Navigasi Penerbangan 
Singapura selama 76 tahun. Se -
lama kurun waktu itu berbagai 

\,masalah sel"in2 ter:lildi. Contoh, 
pesawat asing dapat masuk wi-
layah RI tanpa flight clearance, 
karena diberikan izin melintas 
oleh otoritas penerbangan se­
tempat, dalamhalini FIRSinga­
pura. Masalah paling parah, 
Singapura telah menetapkan 
se ihak kawasan danger area di . 

wilayah kedaulatan RI, yang 
berarti juga melarang pesawat­
pesawat terbang Indonesia me­
lintas di rumahnya sendiri 
( Chappy Hakim, 26/1/2022). 

Diharapkan, kesepakatan 
tersebut, nantinya, menjadi 
tonggak pelaksanaan amanat 
Undang-Undang Nomor 
1/2009 tentang Penerbangan. 
Paling tidak, dua pasal berikut 
menjadi implementatif. Pada 
Pasal5 tersurat: "Negara Kesa­
tuan Republik Indonesia ber­
daulatpenuh dan eksklusif atas 
wilayah udara Republik Indone­
sia." Pasal458 berbunyi: "Wila­
yah udara Republik Indonesia, 
yangpelayanan navigasi pener­
bangannya didelegasikan kepa -
da negara lain berdasarkan per -
janjian, sudah harus dievaluasi 
dan dilayani oleh lembaga pe -
nyelenggara pelayanan naviga­
si penerbangan paling lam bat 
15 tahun sejak undang-undang 
ini berlaku." 

Sebagai bangsa berdaulat 
atas negerinya, kiranya kesepa -
katan itu dapat dimaknai seba -
gai kemajuan. Karenanya layak 
diapresiasi . Walau demikian, 
terselip pertanyaan, me_!!g~a 
FIR wilayah udara Kepulauan 
Riau dan Natuna selama 76 ta­
hun berada di tangan negara 
Singapura? 

Jawabannya, karena sum­
her daya man usia (SDM) Indo­
nesialemah. Di dalam Paris Con­
venion for the Regulation of Aerial 
Navigation 1919 diakui adanya 
kedaulatan penuh negara di 
ruang udara di atas wila- ' 
yahdaratandanlautte­
ritorialnya. Peng­
aturan ini sama de­
ngan pengaturan 
ruang udara se-

wi "cujust est so­
lum est usque ad 
coelum", arti­
nya, "Barang sia­
pa memiliki sebi­
dang tanah de­
ngan demikian juga 
memilikisega1asesua­
tu yang berada di atas 
permukaan tanah tersebut 
sampai langit dan segala apa 
yang berada di dalam tanah." 
Namun, perihalFIRsuatu nega­
ra, bisa saja dikelola oleh negara 
lain, hila negara yang bersang­
kutan tidakmampu mengelola­
nya. 

Penetapan kaveling-kave­
ling pelayanan navigasi udara 
sudah terbentuk pada 1945. 
Pelayanan ruang udara di atas 
wilayah Kepulauan Riau dan 
Natuna oleh Singapura mulai 
berlangsungpada 1946. Dasar­
nya, Konvensi ICAO di Dublin, 
Irlandia. Walaupun saat itu 
Singapura masih merupakan 
koloni Inggris, tetapi suatu fak­
ta bahwa Singapura oleh dunia 
dipandangmumpunidariaspek 
peralatandanSDM.Sebaliknya, 
Indonesia baru saja merdeka. 
Berkecamuknva berbagai per­
soalan internal menjadikan 
SDM lemah. Bahkan, terpaksa 
absen dalam pertemuan di Du­
blin tersebut. 

Penyebab lainnya diduga 
ka;ena keengganan.-Ada ang­
gapan bahwa Singapura adalah 
investor terbesar di Indonesia 
yang membantu kondisi ke­
uangan negara. Atau sebab lain 
lagi, yakni ada agenda tertentu 
yang sedang berproses dalam 

erjalanan proyek-proyek ber-
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kaitan dengan k:ewenangan 
otoritas penerhangan Singa­

pura di wilayah kedaulatan 
Indonesia (Chappy Ha­

kim, 26/1/2022). 
Pertanyaan heri­

kutnya, apakah se­
karang SDM Indo­
nesia hidang FIR 
sudah haik? Me­
nurut Hikmahan­
toJuwana(26/1/-
2022), Indonesia 
mesti hati-hati. 
Mengapa? Karena 

perjanjian tersehut 
helum dihuka ke 

puhlik secara utuh. 
Masih sulit diketahui isi 

dan detail kehenarannya. 
Terkait masalah transparansi 

itu,heherapahaldipertanyakan. 
Pertama, Kemenko Marves 

menyehutkan di ketinggian 0-
37.000 kaki di wilayah tertentu 
dari Indonesia akan didelegasi­
kan ke otoritas penerbangan 
Singapura. Bilahenardemikian, 
artinya batas ketinggian ini me­
mungkinkan Bandara Changi 
tum huh secara komersial dan 
menjamin keselamatan pener­
hangan. Walau~ konsep F~ • 

Indonesia melalui Ban dar a Soe­
karno-Hatta? 

Kedua, media Singapura se­
perti Channelnewsasia mem­
heritakan hahwa pendelegasian 
diherikan oleh Indonesia untuk 
jangka waktu 25 tahun. Jangka 
waktu dapat diperpanjang se­
suai dengan kesepakatan kedua 
negara. Bila herita ini juga he­
nar, herarti adakelonggaran ha­
tas waktu. Di sini, Pemerintah 
Indonesia terkesan tidak serius 
dalam melakukan persiapan­
persiapan pengamhilalihan pe­
ngelolaan FIR.Apakah25 tahun 
tidak terlalu lama? Lalu, tidak­
kah perpanjangan waktu her­
arti tidak memheri kepastian? 

Pernyataan pakar hukum 
internasional di atas menyirat­
kan hahwa SDM Indonesia hi­
dang ruang udara masih lemah. 
Bila salah melangkah, akan her­
konsekuensi huruk pada her-

' hagai hidang lain. Peringatan 
pakar tersehut layak diperhati­
kan, utamanya terkait dengan 
upaya menjaga martabat (digni­
ty)hangsa. 

Lepasdarikemungkinanhu­
rukitu, Presiden tampaknya op­
timistis, seraya herharap de­
ngan penandatangana~erj_ar• -
jian penyesuaianFIR itu ruang t 

hertujuan untuk keselamatan 
penerhangan, pada kenyataan­
nyaBandara Changidapatmen­
cetakkeuntungan hesarhilaFIR 
di atas Kepulauan Riau masih 
dikendalikan oleh Singapura. 
Mengapa tidak dikendalikan -

_ lingkup FIR Jakarta akan me­
lingkupi seluruh wilayah udara 
teritorial Indonesia, terutama 
di daerah Kepulauan Riau dan 
Kepulauan Natuna. Diharap-

kanplila edepankerjasarnape­
negakan hukum, keselamatan 
penerhangan, dan pertahanan 
keamanan kedua negara, dapat 
terus diperkuat herdasarkan 
prinsip salingmenguntungkan. 

Dalam segala keterhatasan, 
herhagai masalah dan harapan 
di atas kiranya perlu dihahas se­
cara in tens di Kornisi I DPR, se­
helum Perjanjian Penyesuaian . 
FIR dimintakan pengesahan. 
Apahila DPR dan pemerintah 
secara kelemhagaan, ataupun 
insan-insan di dua lembaga 
tinggi negara itu masih ragu 
kompetensi dan profesioilali -
tasnya, kiranya para pakar ter -
kait perlu dihadirkan dan di­
mintakan kontrihusi pemikir­
annya. Segalanya demi tuntas­
nyamasalah-masalah FIR. 

Hingga saat ini "entah ke­
lalaian ataukah karena keter­
hatasan kepedulian" memang, 
helum ada lemhagaformal yang 
diheri wewenang dan tanggung 
jawah di hidangruangudara, ru­
ang angkasa, FIR, dan herhagai 
hagian lainnya. Derni kokohnya 
masa depan kedaulatan negeri, 
barangkah sudah saatnya di -
hentuk lembaga setingkat ke­
menterian yang mengurusi pe-, 
rihal tersehut. Wallahua'lam. [J 


